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ABSTRAK 

 

 Penyelesaian Pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan 

dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank 

dalam usaha mengatasi permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh debitur 

yang masih memiliki prospek usaha yng baik, namun mengalami kesulitan 

pembayaran pokok dan kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat 

memenuhi kembali kewajibannya. 

 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang 

melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan 

bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi Pembiayaan 

yaitu,, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali 

 Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian 

Pembiayaan bermasalah pada produk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di 

Bank Tabungan Negara (BTN) syariah kantor cabang pembantu syariah (KCPS) 

ciputat pada tahun 2019.  

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penyelesaian 

Pembiayaan bermasalah pada produk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi 

bank tabungan negara (BTN) syariah kantor cabang pembantu syariah (KCPS) 

ciputat pada tahun 2019. 

 Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data wawancara 

dan dokumentasi yang didapatkan di lapangan kemudian menganalisa dan 

mendapatkan kesimpulan dari Penelitian ini. 

 Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bank BTN syariah KCPS 

ciputat dalam menyelesaikan Pembiayaan bermasalah pada produk KPR 

subsidinya dengan melakukan tahap-tahap yaitu, penagihan melalui telepon, dan 

langsung, persyaratan kembali, penjadwalan kembali, pengalihan Pembiayaan, 

mengeluarkan SP 1, SP 2, SP 3, penyegelan dan terakhir pelelangan.      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Populasi kependudukan di Indonesia ini yang semakin meningkat, 

menimbulkan munculnya gerakan urban di daerah perkotaan. Urbanisasi 

terjadi akibat kurangnya akses pekerjaan, untuk dapat  memenuhi 

kebutuhan individu. Urbanisasi menimbulkan beberapa masalah yang 

diantaranya yaitu berkaitan dengan perumahan dan tempat tinggal. Dan 

tingkat kualitas hidup urban yang semakin tidak terkendali, memunculkan 

penomena perumahan liar diperkotaan, akibat mahalnya kebutuhan hidup 

manusia, dan mahalnya biaya pembangunan rumah. 

Permasalahan perumahan dan permukiman di Indonesia, serta 

kekurangsiapan kota dengan suatu sistem perencenaan dan pengelolaan 

kota yang tepat, dalam mengantisipasi permasalahan tersebut dapat 

menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan 

perumahan dan permukiman. Secara sederhana permasalahan perumahan 

dan pemukiman tersebut adalah tidak sesuainya jumlah hunian yang 

tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang 

akan menempatinya. Kebutuhan akan hunian yang semakin tinggi disertai 

dengan faktor keterbatasan masyarakat dan pemenuhannya, hal ini 

menyebabkan kecendrungan sarana hunian masyarakat yang tidak mudah 

untuk di kendalikan sehingga menjadi permukiman kumuh.  
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Di lain sisi perbankan syariah melihat ini sebagai peluang, karena 

perbankan syariah memiliki sistem penyaluran dana. Dalam menyalurkan 

dananya kepada nasabah secara garis besar produk pembiyaan syariah 

terbagi menjadi empat katagori berdasarkan tujuan penggunaannya. 

Pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kedua, pembiayaan dengan 

prinsip sewa. Ketiga, pembiyaan dengan prinsip bagi hasil. Keempat, 

pembiyaan dengan akad pelengkap.
1
 

Kemudian karena tingginya biaya pembangunan sebuah rumah dan 

sulitnya mencari lahan yang tepat di daerah perkotaan, mendorong para 

pengembang dan pemerintah memberikan suatu alternative berupa 

kepemilikan pembiayaan rumah (KPR). Upaya tersebut agar dapat 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki sebuah rumah 

sendiri, dan dapat mendukung penataan kota yang baik. Kepemilikan 

rumah sendiri juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung 

kemakmuran suatu negara, dan juga merupakan hak bagi setiap warga 

negara dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. 

Bebicara mengenai KPR, mengacuh pada undang-undang pasal 1 

ayat 3 nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, rumah 

yang dibangun oleh penyelenggara pembangunan perumahan dapat di jual 

kepada konsumen dengan sistem pembayaran lunas, tetapi tidak setiap 

orang mempunyai kemampuan untuk membeli rumah yang dibangun oleh 

penyelenggarah pembangunan perumahan dengan sistem pembayaran 

                                                             
1
 Nur Melinda Lestari, “Sistem Pembiayaan Bank Syariah”, (Jakarta Selatan: Grafindo 

Creative Writing, 2015 ), h. 124 
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lunas disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi untuk 

memberikan kesempatan kepada konsumen agar dapat memiliki rumah 

yang dibangun oleh penyelenggara pembangunan perumahan dapat di 

tempu dengan cara pembelian rumah secara kredit melalui KPR. 

Mengenai KPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Bank 

Tabungan Negara (BTN). Bank yang merupakan salah satu bagian dari 

bank BUMN ini sudah lama memfokuskan layanan jasa dan produknya 

pada masyarakat dalam pemberian KPR, membuka layanan yang sama 

juga pada BTN Syariah yang mempunyai produk unggulannya yaitu KPR 

Syariah. Pemohonan dana untuk kepemilikan rumah yang dikelolah secara 

syariah terus berkembang, bahkan melebihi perkembangan perbankan 

konvensional. KPR BTN Syariah menawarkan jasa pengelolaan dana 

secara syariah sesuai tuntunan agama islam. Pembiayaan jenis ini tidak ada 

sistem bunga, sementara beban atas pengelolaan dana nilainya tepat, bukan 

seperti jasa BTN konvensional yang mengikuti kondisi pasar uang saat 

pembayaran
2
  

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa 

pembiyaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang 

telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh 

tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayan nasabah 

mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi 

bank syariah. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus di 

                                                             
2
 Ipih Fitriani,”Strategi Bank BTN Syariah Dalam Penyelsaian KPR Bermasalah Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam”, Yogyakarta, 2018, h. 1-3 
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penuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang 

diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan 

debitur telah melakukan wanprestasi.
3
 

Namun dalam menjalankan suatu bisnis perbankan tentunya penuh 

dengan suatu resiko, begitupun dengan bank syariah juga tidak bisa 

terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah (Non Performing 

Financing/NPF), sehingga bank syariah perlu mengatur strategi agar 

tingkat NPF di bank syariah tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. 

Pembiayaan di Bank Syariah juga bisa mengalami masalah walaupun telah 

melakukan berbagai analisis secara seksama, karena seorang analis tidak 

dapat memprediksikan bahwa suatu pembiayaan itu dapat selalu berjalan 

dengan baik atau tidak, banyak faktor-faktor penyebabnya mulai dari 

kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang buruk dan bisa juga 

akibat kondisi perekonomian yang dapat berpengaruh besar terhadap 

kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan Bank.  

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua 

lembaga keuangan, karena bank akan mengalami kerugian jika ternyata 

kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena 

pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank itu sendiri. 

Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada mudharib 

berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.  

                                                             
3
 Shomad Abd Dan Trisadini P.Usanti,  “Transaksi Bank Syariah”, ( Jakarta : Bumi 

Aksara, 2013 ), Jilid Pertama, h. 108 
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Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa 

penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang “Penyelesaian 

Pembiayaan Bemasalah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Bersubsidi Di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Syariah (KCPS) Ciputat Pada Tahun 2019” 

 

B. Fokus Dan Subfokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

memfokuskan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk 

kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di bank tabungan negara (BTN) 

syariah kantor cabang pembantu syariah (KCPS) ciputat pada tahun 2019 

 

C. Perumusan Masalah 

Agar penelitian  dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan 

menghindari kesalahan data dalam penelitian, maka diperlukan perumusan 

masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah adalah “Bagaimana 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR Bersubsidi Di 

Bank BTN Syariah KCPS Ciputat Pada Tahun 2019 ?” 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan  tetang penyelesaian 

pembiayaan Bermasalah pada produk kredit pemilikan rumah (KPR) 
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bersubsidi di bank tabungan negara (BTN) syariah kantor cabang 

pembantu syariah (KCPS) ciputat pada tahun 2019 

 

2. Bagi Akademisi 

Diharapkkan untuk menambah informasi dan sebagai bahan 

perbandingan serta penyempurnaan bagi penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti lain dengan tema terkait. 

 

3. Bagi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran 

tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk kredit 

pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di bank tabungan negara (BTN) 

syariah. 

 

4. Bagi Masyarakat 

Membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan bahan 

pertimbangan untuk menginvestasikan dananya ke bank syariah serta 

menyadarkan masyarakat untuk tetap konsisten dengan kesepakatan yang 

telah di akadkan dengan pihak bank. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub-sub agar 

dapat arah dan gamabaran yang jelas untuk mempermudah penulis dalam 

membahas skripsi ini. Berikut sistematikanya secara lengkap:  

 

BAB 1  Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, focus dan sub 

focus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka terhadap hal-hal 

yang akan dibahas, yang berisikan pengertian umum 

tentang teori penyelsaian kredit macet, teori KPR bersubsidi 

syariah. 

 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisikan tujuan penelitian, tempat dan waktu, latar 

penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis. 
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BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian penyelesaian 

pembiayaan macet pada produk kredit pemilikan rumah 

(KPR) bersubsidi di bank tabungan negara (BTN) syariah 

kantor cabang pembantu syariah (KCPS) ciputat pada tahun 

2019 

BAB V  Penutup  

Bab ini  berisikan kesimpulan penelitian yang telah penulis 

lakukan dan jawaban atas perumusan masalah yang telah 

dipaparkan dan saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya serta bahan perhitungan dalam kontribusi 

pemikiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang pebankan syariah, 

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa : 

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik. 

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna. 

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. 

5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 

transaksi multijasa. 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah 

dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayaai 

dan/atau diberi fasilitas danaa untuk mengembalikan dana tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan 

atau bagi hasil. 
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Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 

UU No. 10 tahun1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayaai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, 

setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank 

syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib 

hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebiut kepada bank 

syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk 

transaksi dalam bentuk qardh telah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.
4
 

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan/piutang 

yang nilainya sama diukur dengan uang. Kemudian adanya 

persetujuan atau  kesepakatan bersama antara pihak bank (kreditur) 

dan pihak nasabah peminjam dana (debitur), dengan perjanjian yang 

telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit mencangkup kewajiban 

nasabah peminjam dana atau pihak yang dibiayai melunasi hutangnya 

                                                             
4Faturrahman Djamil, “Penyelsaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah” ,(Jakarta : 

Sinar Grafika, 2012), Jilid Pertama, h. 64   
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atau mengembalikan pinjamannya berserta imbalan bagi hasil atau 

ujrah dalam tenggang waktu tertentu yang di sepakati bersama.
5
 

Pembiayan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat 

penting dan menjadi penunjang keberlangsungan hidup bank syariah 

jika dikelolah dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik 

akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya 

bank syariah. Dana masyarakat seharusnya disalurkan untuk keperluan 

pembiayaan yang peroduktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan.
6
  

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
7
 

Dari beberapa pengertian diatas, maka saya dapat simpulkan 

bahwasanya pembiayaan adalah penyaluran dana dari bank syariah 

kepada masyarakat dengan perjanjian sesuai akad diawal dan hukum 

yang belaku. Penyaluran dana ini dimaksudkan agar mempermudah 

masyarakat dalam hal produktif dan bank syariah mendapatkan 

keuntungan melalui margin. serta di sisi lain pembiayaan juga 

merupakan tugas pokok bank dan juga tugas yang sangat penting 

untuk keberlangsungan bank syariah. 

                                                             
5
Nur Melinda Lestari, “Sistem Pembiayaan Bank Syariah”, ( Jakarta Selatan : Grafindo 

Books Media, 2015), Jilid Petama, h. 85.   
6
 Trisadini P.Usanti Dan Abd.Shomad, Op. Cit.,h. 99. 

7
 Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik”, ( Depok, Gema 

Insani, 2015 ), h. 160. 
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b. Jenis-jenis pembiayaan 

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar 

produk pembiayaan syariah terbagi menjadi kedalam empat kategori 

yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : 

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. 

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa. 

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap. 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki 

barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk 

mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja 

sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. 

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan 

didepan dan menjdai bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. 

Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang 

menggunakan prinsi[p jual beli seperti murabahah, salam dan istishna 

serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah dan IMBT. 

Pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari 

besarnya keuntungan usaha sesuai prinsip bagoi hasil. Pada produk 

bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang 

disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok 

ini adalah musyarakah dan mudharabah. Sedangkan pembiayaan 
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dengan alat pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan 

dengan menggunakan tiga prinsip diatas.
8
 

Menurut Muhammad Syafii Antonio, pembiayaan menurut 

sifatnya dapat dibagi menjadi dau hal : 

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 

investasi. 

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan. 

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi 

menjdai dua hal berikut : 

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan, (a) peningkatan produksi, baik secara kuatitatif, 

yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu 

peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi,, dan (b) untuk 

keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 

suatu barang. 

                                                             
8
 Nur Melinda Lestari, Op. Cit, h. 124.  
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2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-

barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan 

itu.
9
 

Pembiayaan konsumtif  diperlukan oleh pengguna dana untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan 

atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, 

seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun 

berupa jasa , seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun 

kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara 

kuantitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer. 

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk 

pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema 

berikut ini : 

1) Al-bai’bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual 

beli dengan angsuran. 

2) Al-ijarah al-muntahia bit-tamblik atau sewa beli. 

3) Al-musyarakah mutanaqishah dimana secara bertahap bank 

menurunkan jumlah partisipasinya. 

4) Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa. 

                                                             
9
  Muhammad Safii Antonio, Op. Cit., h. 160. 
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Pembiayaan konsumsi tersebut diatas lazim digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada 

umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. 

Seseorang yang belum mempu memenuhi kebutuhan pokoknya 

tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberikan zakat 

atau sedekah. Atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al-qard 

al-hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman 

pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.
10

 

2. Pembiayaan bermasalah 

a. Pengertian pembiayaan bermasalah 

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh bank 

Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan 

bermasalah”.namun dalam setiap statistic perbankan syariah yang 

diterbitkan oleh direktorat perbankan syariah bank Indonesia dapat 

dijumpai istilah non performing financings (NPFs) yang diartikan 

sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai 

dengan macet. 

 

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) 

no.35/POJK.5/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan 

pembiayaan pasal 95 ayat 2 dan 3 menyebutkan piutang pembiayaan 

yang dikategorikan sebagai piuatang bermasalah (non performing 

                                                             
10

 Muhammad Syafii Antonio,  Ibid, h. 168 
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financing) terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang 

lancar, diragukan, dan macet. Selanjutnya pasal 3 menyebutkan, 

perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio 

saldo piutang pembiayaan (outstanding principal) dengan kategori 

kualitas piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) 

sebagaimana dimaksud ayat 2 setelah dikurangi cadangan penyisihan 

penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh 

perusahaan pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total saldo 

piutang pembiayaan (outstanding principal) paling tinggi sebesar 

5%.
11

   

 

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya 

yaitu kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bank, 

sudah berkurang/menurun dan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan 

dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar 

biaya pencadangan, yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva 

produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusoinya 

terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

                                                             
11 www.ojk.go.id>pojk 35-2018.pdf Di akses pada tanggal 23 september 2020  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam 

golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.
12

 

Adapun golongan kualitas pembiayaan adalah sebagai berikut : 

1) Lancar 

Apabila pembayaran angsurantepat waktu, tidak ada 

tunggaka, sesuai dengan persyaratan akada, selalu 

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan 

akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap 

dan pengikatan agunan kuat.  

2) Dalam perhatian khusus 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu 

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan 

akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan 

pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap 

persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 

3) Kurang lancar 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari 

sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan 

keuangan yang tidak teratur dan meragukan, 

                                                             
12

 Faturrahman Djamil, Op. Cit., h. 66.  



18 
 

 
 

dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan 

pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap 

persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya 

melakukan perpanjangan piutang untuk 

menyembunyikan kesulitan keuangan.  

4) Diragukan 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari 

sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak 

menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat 

dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak 

lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi 

pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan 

pokok perjanjian piutang. 

5) Macet  

Apabilah terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, 

dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau 

pengikatan agunan tidak ada.
13

 

b. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah 

Perlu diketahui adanya anggapan yang salah bahwa pembiayaan 

bermasalah selalu disebabkan oleh kesalahan debitur. Pembiayaan 

                                                             
13

 Faturrahman Djamil, Ibid., h. 69   
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berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal 

yang berasala dari debitur, dari kondisi ekternal, bahkan dari bank 

pemberi pembiayaan sendiri. 

 Kesalahan bank dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah 

berawal dari tahap perencanaan, tahap analisi, dan tahap 

pengawasan. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab 

timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut : 

a) Faktor internal : 

1. Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon 

nasabah. 

2. Kurang tajam dalam menganalisis terhdapa maksud 

dan tujuan penggunaan kredit dan sumber 

pembayaran kembali. 

3. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan 

yang sebenarnya dari calon nasabah dan apa manfaat 

pembiayaan yang diberikan. 

4. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan 

calon nasabah. 

5. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat. 

6. Terlalu agresif. 

7. Pemberian kelonggaran terlalu banyak. 

8. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau account 

officer. 
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9. Account officer mudah dipengaruhi, diintimidasi, 

atau dipaksa oleh calon nasabah. 

10. Kurang berfungsi credit recorvery officer. 

11. Keyakinan yang berlebihan. 

12. Kurang mengadakan riview, minta laporan, dan 

menganalisis laporan keuangan serta informasi-

informasi pembayaran lainnya. 

13. Kurang mengadakan on the spot pada lokasi 

perusahaan nasabah. 

14. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah. 

15. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari. 

16. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik. 

17. Pengikatan agunan kurang sempurna. 

18. Ada kepentingan pribadi pejabat bank. 

19. Kompromi terhadap prinsip pembiayaan. 

20. Tidak punya kebijakan pembiayaan yang sehat. 

21. Sikap memudahkan dari pejabat bank dan account 

officer. 

b) Faktor internal : 

Salah satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu 

usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan 

cukup dleksibel dalam mengelola usahanya. Problem 

loan akan timbul oleh external environment, sebagai 
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akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi 

dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, 

seperti : 

1. Kondisi prekonomian. 

2. Perubahan-perubahan peraturan. 

3. Bencana alam.
14

 

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah 

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah 

dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan 

upaya-upaya yang bersifat refsesif/ kuratif. 

 Upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukan 

oleh bank sejak pernohona pembiayaan diajukan oleh nasabah, 

pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, 

pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan 

yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau 

pengawasan terhadap pembiayaan yang di berikan.  

 Sedangkan upaya-upaya yang bersifat refsesif/ kuratif 

adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau 

penyelsaian terhadap pembiayaan bermasalah non performing 

financings (NPFs). 

 Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa 

dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-

                                                             
14

 Veithzal Rivai, Et All. “Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan Dari 

Teori Ke Praktik”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 239   
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langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan 

pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek 

usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan 

kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali 

kewajibannya. 

 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 

bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, 

terdapat beberapa ketentuan bank Indonesia yang memberikan 

pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan yaitu, penjadwalan 

kembali, persyaratan kembali, penataan kembali.
15

 

 

 Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

meliputi : 

1) Penurunan imbalan atau bagi hasil. 

2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil. 

3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. 

4) Perpanjangan waktu pembiayaan. 

5) Penambahan fasilitas pembiayaan. 

6) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

                                                             
15

 Faturrahman Djamil, Ibid., h. 82-83   
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7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada 

perusahaan debitur.
16

 

Sedangkan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menangani 

pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut : 

1) Penjadwalan kembali ( rescheduling ) 

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang 

jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah 

sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada 

BUS dan UUS. Dengan restrukturisasi tersebut maka 

jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas 

menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil 

daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu 

angsuran lebih panjang dari angsuran semula. 

2) Persyaratan kembali ( reconditioning ) 

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan 

kembali syarat-syarat pembiayaan. Antara lain 

perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, 

jangka waktu dan/atau pemberian pototngan 

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah 

yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS.  

3) Penataan kembali ( restructuring )
17

 

                                                             
16
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4. KPR   

a. Pengertian KPR 

KPR merupakan produk kredit yang diberikan oleh bank kepada 

nasabah untuk pembelian rumah. Namun pada perkembangannya 

oleh pihak perbankan fasilitas KPR saat ini dikembangkan menjadi 

fasilitas kredit yang dapat digunakan untuk keperluan renovasi 

dan/atau pembangunan rumah.
18

   

KPR ( kredit pemilikan rumah ) adalah kredit yang digunakan 

untuk membeli rumah atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan 

jaminan/agunan berupa rumah.
19

 

KPR syariah merupakan salah satu produk pembiayaan bank 

syariah yang membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan 

rumah tinggal ( konsumtif ), baik baru maupun bekas. Angsuran 

setiap bulan jumlanya tetap ( flat ) tidak akan berubah selama masa 

perjanjian
20

 

Maka dapat disimpulkan bahwasanya KPR adalah pembiayaan 

atau kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk fasilitas 

pemilikan rumah denga rumah tersebut sebagai jaminannya. 

b. Dasar hukum KPR 

Allah SWT telah menjelaskan dalam firmannya : 

                                                                                                                                                                       
17

 Wangsawidjaja Z, “Pembiayaan Bank Syrariah”, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2012), h. 

454 
18

www.ojk.go.id Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2020  
19

http://www.rumah123.com/panduan-rumah123/membeli-properti-1610-mengenal-kpr-

dan-jenis-jenis-kpr-id  Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2020  
20

https://lisensiuinjkt.files.wordpress.com/2010/05/kpr-syariah.pdf Diakses Pada Tanggal 1 

Maret 2020  
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”…padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba..” (al-baqarah: 275)
21

,  

1. Fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 telah menjamin 

keabsahan dan diperbolehkannya transaksi murabahah, termasuk 

dalam hal pembiayaan rumah syraiah. 

c. Akad-akad KPR 

Perjanjian yang digunakan untuk KPR syariah  diantaranya adalah 

murabahah, istishna, ijarah, ijarah muntahia bittamlik dan 

musyarakah mutanaqisah.
22

 Dalam hal ini saya akan menguraikan 

pengertian dari akad tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam murabahah 

penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
23

 

2. Istihsna adalah kontrak penjualan antar pembeli dan penjual 

barang dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari 

pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain atau 

membuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan 

menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat 

atas harga serta system pembayaran: apakah pembayaran 

                                                             
21

 Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275 
22

 Hudiyanto, Dkk, “Kajian Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan”, (Jakarta: 

Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), h. 20  
23

 Muhammad Syafii Antonio, Op Cit, h. 101 
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dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai 

suatu waktu pada masa yang akan dating.
24

 

3. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan 

kepemilikan  atas barang itu sendiri.
25

 

4. Ijarah muntahia bittamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak 

jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri 

dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat 

pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan 

ijarah biasa.
26

 

5. Musyarakah mutanaqisah 

 

d. Aplikasi KPR di bank syariah 

Dalam pengaflikasian akad-akad kpr syariah adalah sebagai berikut : 

1. Perjanjian dengan kema jual beli ( murabahah dan istisna) 

Secara umum, akad yang sering digunakan dalam kpr syariah 

adalah murabahah (jual beli dengan margin profit), terutama 

untuk rumah yang telah dibangun. Kpr dengan perjanjian 

murabahah adalalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, 

dimana bmembeli rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian 

menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah marjin 

                                                             
24

 Muhammad Syafii Antonio, Ibid, h. 113  
25
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26
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keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Ada juga 

yang menambah perjanjian wakalah dalam kpr syariah ini. 

Selain perjanjian murabahah ada juga perjanjian dengan skema 

jual beli lainnya yaitu perjanjian istishna. Perjanjian istishna yaitu 

pemesanan barang (rumah) dengan kriterian dan persyaratan 

tertentu yang disepakati serta pembayaran dengan nilai tertentu 

yang disepakati pula. 

2. Pernjajian dengan skema sewa (ijarah) 

Skema ini memberi pilihan kepada nasabah untuk menyewa 

rumah dan pada akhirnya dapat dimiliki hingga akhir masa sewa. 

Dalam skema ini, harga sewa ditentukan secara berkala 

berdasarkan kesepakatan anatar bank dan nasabah. Pada 

umumnya skema ini digunakan untuk kpr berjangka waktu 

panjang misalnya 15 tahun. Pada akhirnya tahun jatuh tempo, 

nasabah dapat membeli rumah yang disewa.  

3. Perjanjian dengan skema sewa beli ( ijarah muntahia 

bittamlik/IMBT) 

Skema lain yang saat ini banyak diminati adalah skema kpr 

pemilikan bertahap. Bank dan nasabah berserikat dalam 

pemilikan rumah. Secara bertahap nasabah akan menambahkan 

porsi kepemilikannya melalui angsuran setiap bulannya, 

sementara bank secara bertahap mengurangi porsi 
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kepemilikannya, sehingga diakhir periode rumah menjadi milik 

nasabah. 

4. Pernjanjian dengan skema kepemilikan bertahap (musyarakah 

mutanaqisah/MMQ) 

Pada akad ini bank syariah dan nasabah berkontribusi modal 

dengan persentase tertentu dan nasabah kemudian membeli 

abgian yang menjadi milik bank secara bertahap sampai 

kepemilikan rumah tersebut sepenuhny berada ditangan 

nasabah.
27

 

 

5. KPR BERSUBSIDI 

a. Pengertian KPR bersubsidi 

KPR subsidi adalah KPR yang disediakan oleh bank sebagai 

bagian dari program pemerintah atau jamsostek, dalam rangka 

memfasilitasi pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS. 

Sehat/RSH) oleh masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kelompok 

sasaran. Adapun yang akan dikenakan subsidi adalah suku bunga 

kredit atau uang muka. Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 

2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, masyarakat 

berpenghasilan mendapatkan dukungan kepemilikan rumah melalui 

kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan 

rumah. Terkait kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan 
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perolehan rumah tersebut selanjutnya diatur dalam sebuah peraturan 

menteri yaitu peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat republic Indonesia nomor 21/Prt/M/2016 tentang kemudahan 

dan/atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendah.
28

   

 

B. Hasil Penelitian yang relevan 

Adapun hasil Penelitian yang perna dilakukan sebelumnya adalah 

sebagai berikut : 

1. “ Strategi Bank Btn Syariah Dalam Pembiayaan KPR 

Bermasalah (Study Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang 

Syariah Jakarta) “ yang di tulis oleh Cholidah Hanum, Program 

Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah Dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 

Pada Tahun 2009. 

2. “ Strategi Bank BTN Syariah Dalam Penyelsaian KPR 

Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Pada Bank BTN Kcs Yogyakarta) “, yang ditulis oleh Ipih 

Fitriyani, Program Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama 

Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Pada Tahun 

2018. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

a. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk kredit pemilikan rumah 

(KPR) bersubsidi di bank tabungan negara (BTN) syariah kantor cabang 

pembantu syariah (KCPS) ciputat . 

b. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Tabungan Negara (BTN) 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Ciputat. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian berlangsung dalam waktu 2 minggu dimuali pada tanggal 13 

juni sampai dengan 26 juli 2020 di Bank Tabungan Negara (BTN) 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Ciputat. 

c. Latar penelitian 

Latar penelitian ini berdasarkan adanya permasalahan yang terjadi, 

yaitu banyaknya nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk 

membayar angsuran sehingga menyebabkan kemacetan pada pembiayaan 

KPR-nya di bank BTN syariah KCPS ciputat. 
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d. Metode dan prosedur penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu cara dan rencana dalam melaksanakan 

sesuatu dalam upaya sistematika untuk jawaban suatu masalah. Jawaban 

yang dicari tersebut dapat berupa jawaban abstrak umum atau kongkrit dan 

spesifik.
29

 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif-analisis, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistic (utuh).
30

 

 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kulitatif 

merupakan proses yang menitik beratkan pada berbagai fenomena dalam 

konteks sosial/kehidupan yang nyata. 

 Adapun prosedur penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tahap deskripsi 

Dalam tahap ini peneliti membaca berbagai informasi tertulis, 

gambar-gambar, berfikir serta mendata tentang informasi yang 

diperoleh, yaitu berupa informasi tentang penyelsaian 

pembiayaan macet. 
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2. Tahap reduksi 

Pada tahap ini peniliti mereduksi berbagai informasi yang 

didapatkan pada tahap pertama dan berfikir sehingga 

menemukan apa yang akan ditanyakan dalam penelitian ini. 

3. Tahap seleksi  

Setelah pertanyaan diberikan jawaban, peneliti menganalisis 

apakah jawaban yang diberikan benar apa tidak. Jika jawaban 

atas pertanyaan dirasakan benar, maka dibutuhkan kesimpulan. 

e. Data dan sumber data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbaga 

cara, dan berbagai sumber. Jika dilihat dari settingnya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis 

sumber data , yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data hasil lapangan yang didapatkan 

dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara secara langsung 

dengan staf bank tabungan negara (BTN) syariah kantor cabang 

pembantu syariah (KCPS) ciputat yang berwenang, untuk 

pengembilan data atau informasi terhadap objek penilitian. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berasal dari tangan kedua, 

ketiga dan seterusnya, atau merupakan sumber yang 

memberikan data secara tidak langsung. 

Data sekunder penulis mengambil dari beberapa dokumen, 

buku-buku, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya yang 

mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas pada skripsi ini. 

 

f. Teknik dan prosedur pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh jenis data yang 

akan dikumpulkan. Terdapat tiga macam teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif yaitu pengamatan (observasi), wawancara, dan 

dokumentasi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Metode obsrvasi adalah suatu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengamati, baik secara langsung maupun 

tidak langsung serta menggunakan pencatatan hasil 

pengamatan tersebut secara sitematis.
31
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Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

dengan jalan menjadi partisipan secara langsung dan sistematis 

terhadap objek yang diteliti, dengan cara mendatangi langsung 

lokasi penelitian yaitu bank tabungan negara (BTN) syariah 

kantor cabang pembantu syariah (KCPS) ciputat untuk 

mengetahui metode penyelsaian pembiayaan macet pada 

produk KPR bersubsidi.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukan 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
32

 

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara secara 

langsung kepada staf bank tabungan negara (BTN) syariah 

kantor cabang pembantu syariah (KCPS) ciputat mengenai 

metode penyelsaian pembiayaan macet pada produk KPR 

bersubsidi.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 

memperoleh data secara langsung dengan objek penelitian guna 

memperkuat data-data yang telah didapatkan. Adapun 

dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari bank tabungan 

negara (BTN) syariah kantor cabang pembantu syariah (KCPS) 

                                                             
32

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi”, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.316  



35 
 

 
 

ciputat, berupa laporan-laporan yang berhubungan dengan 

objek penelitian.  

g. Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
33

 

 Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriftif, 

yaitu suatu teknik data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua 

data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara sistematis. Lalu 

diklasifikasikan untuk dianalisis sesuai dengan perumusan masalah dan 

tujuan Penelitian, untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan 

ilmiah, prosedur dalam analisis data yaitu: data reduction, data display, 

dan data conclution drawing atau verification.
34

  

1. Reduction 

Mereduksidata berarti menerangkan, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan data selanjutnya.  

2. Display 
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Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data,. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

bagan, table, atau sejenisnnya yang selajutnya dianalisis dan 

diambil kesimpulannya. 

3. Conclution 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil dari beberapa 

perangkat penelitiaanyang ada.  

h. Validasi data 

Peneliti perlu melakukan pemeriksaan apakah data yang diperoleh 

memiliki keabsahan atau tidak. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

didasarkanpada empat kriteria yaitu kredibiltas, dependabilitas, 

transferabilitas, dan konfirmabilitas. 

1. Kredibilitas 

Kredibilitas merupakan derajat kepercayaan untuk menjelaskan 

bahwa data hasil Penelitian yang dilakukan benar-benar 

menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Uji 

kredibilitas data hasil Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

cara : 

a. Triangulasi 

Dalam pengujian ini, triangulasi dapat diartikan sebagai 

engecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. 



37 
 

 
 

b. Menggunakan bahan referensi 

Menggunakan bahan refrensi yaitu sebagai pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peniliti, jadi 

penulis saat wawancara merekamnya sebagai pendukung dari 

hasil wawancara, sehingga data yang didapat jadi kredibel atau 

dapat dipercaya. 

c. Diskusi teman sejawat  

Teknik ini yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil sementara atau hasil 

akhir dengan rekan-rekan sejawat. Melalui diskusi ini peniliti 

mendapat masukan saran dan koreksi sehingga kemungkinan 

terjadi kesalahan dapat dikurangi dan dihindari. 

2. Dependabilitas 

Uji dependabilitas atau reabilitas dengan mengadakan audit 

terhadap keseluruhan proses Penelitian oleh pembimbing, mulai 

dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan 

data, memeriksa keabsahan data dan membuat kesimpulan. 

3. Transferabilitas 

Transferabilitas atau keteralihan berarti bahwa hasil Penelitian 

dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang mempunyai 

konteks dan karateristik yang relative sama. Penelitian kualitatif 

dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu 

pekerjaan yang mendeskrifsikan konteks Penelitian tersebut. 
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4. Konfirmabilitas  

Uji konfirmabilitas biasa juga disebut uji obyektifitas Penelitian. 

Menguji konfirmabilitas berarti menguji keseluruhan proses hasil 

Penelitian. Dikatakan Penelitian tersebut objektif bila hasil 

Penelitian telah disepakati banyak orang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah bank BTN (persero) tbk 

BTN syariah merupakan strategic bussines unit (SBU) dai bank 

BTN yang menjalankan bisnis dengan perinsip syariah. Dengan begitu 

unit usaha syariah PT bank tabungan negara (BTN), atau disingkat 

UUS BTN beroprasi secara penuh berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

UUS BTN hadir dengan dibentuknya Devisi Syariah pada tanggal 04 

november 2004 yang merupakan kantor pusat dari seluruh kantor-

kantor cabang syariah. UUS BTN mulai beroperasi pada tanggal 14 

pebruari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di 

Jakarta. 

Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat 

dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan 

keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya fatwa DSN MUI 

tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. 

UUS BTN telah banyak mengalami perkembangan yang cukup 

pesat. Dari tahun 2005 sampai desember juli 2020 telah di buka kantor 

cabang syariah (KCS) sebanyak 76 kantor. 
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BTN syariah KCPS ciputat telah berdiri dari tahun 2012 dan 

masih eksis sampai sekarang, berawal dari berdirinya bank BTN 

syariah kantor cabang syariah Tangerang, yang dulunya masih berdiri 

sendiri atau belum ada kantor cabang pembantu syariah. Kemudian 

mulai didirikan kantor cabang pembantu syariah yang berlokasi di 

ciputat, Tangerang selatan. Dikarenakan jika silihat secara asset dan 

alaba kantor cabang syariah Tangerang sudah dikatakan sangat bagus. 

Maka dari itu dibukalah cabang pembantu syariah di ciputat ini.   

Setelah melewati beberapa tahap, bukan hal yang mudah dalam 

membuka kantor cabang pembantu syariah ciputat ini. Namu, butuh 

beberapa studi kelayakan dan beberapa tahap lainnya, setelah analisa 

kelayakan di setujui, maka berdirilah dan berjalanlah KCPS ciputat 

sampai dengan hari ini. Bisnis KCPS ciputat semakin tinggi 

dikarenakan daerah ciputat merupakan pangsa pasar yang cukup 

potensial dengan banyaknya jumlah perumahan, dan ini pun menjadi 

alasan didirikannya kantor cabang pembantu syariah ciputat ini. 
35

 

     

2. Profil perusahaan 

a. Nama  :PT. BTN (persero), tbk KCPS ciputat beralamat di  

b. Alamat  :Jl.Ir Juanda no.75 CC, cempaka putih, kecamatan 

ciputat timur, 

kota tangerang selatan, provinsi banten, 
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Tanggal 20 Juli 2020 
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c. Telepon : (021) 7402295 

d. Fak  : (021) 74713595 

e. Email  : Kcpsbatara@btn.co.id 

f. Pendirian : 19 juli 2012 

g. Bidang usaha : Unit Usaha Syariah 

h. Dasar hukum : DPS dan BI   

 

3. Struktur BTN syariah KCPS ciputat 

Struktur organisasi dilaksanakan agar system kerjasama berjalan 

dengan baik, perlu jelasnya pembagian kerja, kewajiban, 

tanggungjawab, dan wewenang setiap orang didalamnya. Pembagian 

kerja dan penentuan tanggung jawab ini menciptakan struktur 

organisasi. Seperti pada struktur BTN syariah KCPS ciputat berikut 

ini
36

 : 

Gambar 4.1 struktur Bank BTN syariah KCPS ciputat  
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4. Deskripsi tugas 

a. Sub branch manager 

Tanggung jawab utamanya adalah : 

1) Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang 

menyangkut operasional bank di BTN syariah baik 

ketentuan internal dan eksternal. 

2) Tercapainya pelayanan, operasional dan 

administrasi di BTN syariah. 

3) Terlaksananya open dan close branch di BTN 

syariah. 

4) Terjaganya liquiditas harian di BTN syariah sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

5) Terciptanya dukungan kepada branch office dalam 

rangka pencapaian target dana, kredit, feedbased  

dan peningkatan penggunaan fitur produk. 

6) Terselenggaranya pembinaan, pengembangan, dan 

penilaian pegawai di BTN syariah. 

b. Finance service 

Tanggung jawab utamanya adalah : 

1) Pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan 

kredit secara berkualitas. 

2) Pendokumentasian aplikasi kredit consumer. 
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3) Kelengkapan berkas dan data serta dokumen untuk 

realisasi kredit. 

4) Pelaksanaan realisasi kredit sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

5) Pelaksanaan permononan proses pencairan kredit 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6) Kelengkapan data dan kebenaran data aplikasi pada 

system. 

c. Customer service 

Tanggung jawab utamanya adalah : 

1) Terlaksananya pemantauan rekening dan transaksi 

nasabah yang mencurigakan. 

2) Terlaksananya pemberian pelayanan administrasi 

CIF serta seluruh produk dana dan jasa. 

3) Terlaksananya pencetakan laporan akhir harian. 

4) Terlaksananya pembuatana laporan baik pada kantor 

pusat maupun atasan di kantor cabang. 

5) Terlaksananya pelayanan produk dana dan jasa 

bank. 

6) Terlaksananya pemberian informasi pph bunga 

produk dana. 

7) Terlaksananya pelayanan pencetakan R/K (internal) 

KPR dan non KPR. 
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8) Terlaksananya pendebitan buku tabungan. 

9) Terlaksananya maintenance kepada nasabah. 

10) Terlaksananya monitoring atas update rate counter 

dan ketersediaan brosur. 

11) Terlaksananya maintenance kode BI di sitem SIBS. 

12) Terlaksananya pemeliharaan aplikasi nasabah dana 

dan feebase. 

13) Terlaksananya prinsip mengenal nasabah. 

d. Teller service 

Tanggung jawab utamanya adalah : 

1) Tersedia layanan transaksi loket (tunai dan non 

tunai) yang sesuai dengan standar pelayanan front 

liner. 

2) Terselenggaranya penerapan anti pencucian uang 

(APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT). 

3) Kesesuaian antara fisik uang, bukti dasar transaksi 

dan hasil entry transaksi. 

4) Terbebasnya kas dari uang paslu/ tidak sah. 

5) Terselenggaranya administrasi transaksi loket (tunai 

dan non tunai). 

e. Operation staff  

Tanggung jawab utamanya adalah : 



45 
 

 
 

1) Terlaksananya fungsi transaksi princessing di BTN 

syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Terlaksananya fungsi general branch administration 

di BTN syariah sesuai dengan etentuan yang 

berlaku. 

3) Terlaksananya fungsi loan administration di bank 

BTN syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4) Terlaksananya fungsi accounting dan control di 

BTN syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

5. Visi dan misi bank BTN 

Sejalan dengan visi bank BTN syariah yang merupakan strtegis 

bussines unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa 

pasar sehingga bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan 

datang. BTN syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan 

dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.
37

 

a. Visi 

“menjadi strategic bussines unit BTN yang sehat dan terkemuka 

dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan 

kemaslahatan bersama”   

b. Misi 

1) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN. 
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2) Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul 

dalam Pembiayaan perumahan dan produk serta jasa 

keuangan syariah terkait, sehingga dapat meningkatkan 

kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang 

diharapkan. 

3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan 

prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketehanan 

BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta 

meningkatkan stakeholders value. 

4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan 

segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada 

karyawan dan nasabah. 

6. Tujuan pendirian bank BTN syariah 

BTN syariah dalam kegiatannya tentu memiliki tujuan-tujuan 

yang ingin di capai demi kemajuan BTN syariah sendiri dan demi 

kemaslahatan umat. Adapuntujuan dari pendirian bank BTN syariah 

ini adalah : 

a. Untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan 

pelayanan jasa keuangan syariah. 

b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank. 

c. Meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan 

lingkungan usaha. 
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d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan 

segenap nasabah dan pegawai.
38

 

7. Kegiatan operasional bank BTN KCPS ciputat 

a. Produk pendanaan (funding service) 

1) Tabungan batara mudharabah adalah tabungan yang 

bersifat investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan yang 

diisyaratkan dana di sepakati dalam bentuk nisbah yang 

terutang dalam akad pembukuan rekening. Syarat-syaratnya 

adalah sebagai berikut : 

a) Pemilik rekening dapat perorangan atau lembaga. 

b) Penabungan pertama minimal Rp.100.000-; 

c) Pengambilan kembali bisa dilakukan ketika dana 

diperjanjiakan mengendap di bank sekurang-

kurangnya satu bulan. 

d) Saldo yang harus disisahkan di bank minimal 

Rp.100.000-; 

e) Biaya ganti buku tabungan rusak/hilang Rp.10.000-

; 

f) Biaya tutup rekening Rp.25.000-; 

g) Biaya pengelolaan rekening Rp.4.000-; 
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h) Atas pendapatan bagi hasil yang diperoleh nasabah, 

dikenakan pajar penghasilan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

i) Terdapat opsi pemotongan zakat bagi hasil yang 

diterima nasabah. 

2) Tabungan batara wadiah adalah tabungan yang bersifat 

simpanan yang bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan 

yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pembelian 

(„athaya) bonus yang bersifat sukarela, tidak disyaratkan 

dan tidak diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan 

dari pihak bank. Spesifikasi produknya adalah sebagai 

berikut : 

a) Pemilik rekening dapat perorangan atau lembaga. 

b) Penabungan pertama minil Rp.100.000-; 

c) Sisa saldo minimal Rp.50.000-; 

d) Ketetntuan bonus adalah bank dapat memberikan 

bonus secara sukarela kepada nasabah, pemberian 

bonus tidak diisyaratkan atau diinformasikan baik 

secara lisan maupun tulisan, atas pendapatan bonus 

dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang 

berlaku dan atas pendapatan bonus yang diterima 

nasabah dapat diberikan opsi pemotongan zakat. 
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3) Deposito batara syariah adalah jenis jenis penanaman dana 

pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan 

bank. Deposito ini menggunakan prinsip al-mudharabah 

mutlaqqah yakni suatu perjanjian antara dua pihak dimana 

pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul maal) 

menyediakan dana dan pihak kedua selaku pengelola dana 

(mudharib) bertanggungjawab atas pengelolaan dana. Hasil 

keuntungan dari pengelolaan dana akan di bagi sesuai 

nisbah atau rasio yang telah di sepakatisebelumnya oleh 

kedua belah pihak. Spesifikasinya adalah sebagai berikut : 

a) Pemilik rekening dapat perorangan atau lembaga. 

b) Pilihan jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. 

c) Penyetoran untuk penempatan deposito perorangan 

adalah sebesar Rp.500.000 dan lembaga sebesar 

Rp.2.500.000 

d) Pencairan deposito sebelum jatuh tempo tidak 

dikenakan biaya penalty namun deposan tidak 

mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan 

berjalan. 

e) Bagi hasil deposito menggunakan bagi hasil secara 

proposional harian berdasarkan bagi hasil bulan 
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sebelumnya dan bagi hasil diberikan setiap tanggal 

jatuh tempo serta dihitung berdasarkan saldo rata-

rata harian yang mengendap selama 1 bulan sesuai 

nisbah yang disepakati. 

b.  Produk Pembiayaan (financing product) 

1) KPR BTN sejahtera iB 

Pembiayaan KPR BTN sejahtera iB (murabahah) 

diperuntukan bagi calon nasabah yang tergolong 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan akad 

murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah atau 

rusun yang merupakan program pemerintah. Manfaat dari 

KPR sejahtera iB adalah dengan prosesnya yang mudah dan 

cepat, angsuran ringan sampai dengan lunas dan gratis 

asuransi jiwa dan kebakaran. Adapun hal-hal linnya adalah 

sebagai berikut : 

a) Persyaratan umum : 

(1) Warga negara indonesia 

(2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah.  

(3) saat Pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 

tahun 

(4) Minimum masa kerja/usaha 1 tahun. 

(5) Tidak memiliki kredit/Pembiayaan bermasalah. 
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(6) Penghasilan untuk tapak ≤ Rp.4.000.000,- dan 

rusun ≤ Rp. 7.000.000,- 

(7) Belum perna memiliki rumah dan belum pernah 

menerimah subsidi perumahan. 

(8) Menyampaikan NPWP pribadi 

b) Fitur produk : 

(1) Jangka waktu sampai dengan 20 tahun dengan 

syarat tidak melebihi sisa jangka waktu ha katas 

tanah minus 1 tahun (untuk SHGB) 

(2) RPC maksimal 70% dari penghasilan bersih. 

(3) Maksimal Pembiayaan 90% dari harga rumah. 

(4) Agunan memiliki bukti pemilikan berupa hak 

milik atau hak guna bangunan. 

(5) Biaya meliputi administrasi, appraisal, notaris, 

SKMHT. 

2) KPR BTN Platinum iB 

KPR BTN Platinum adalah Pembiayaan kepada 

nasabah perorangan dengan akad murabahah (jual beli) 

dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rukan, rusun atau 

apartemen kondisi baru maupun second. KPR BTN 

Platinum memiliki manfaat seperti prosesnya mudah dan 

cepat, margin kompetitif, angsuran tetap sampai lunas, nilai 



52 
 

 
 

Pembiayaan bebas, dan dilindungi asuransi jiwa dan 

kebakaran. Adapun hal-hal lainnya adalah sebagai berikut : 

a) Fitur produk  : 

(1) Harga dan angsuran fied. 

(2) Jangka waktu sampai dengan 20 tahun dengan 

syarat tidak melibihi sisa jangka waktu hak atas 

tanah minus 1 tahun (untuk SHGB) 

(3) RPC maksimal 70% dari penghasilan bersih. 

(4) Harga acuan yang digunakan adalah harga jual 

setelah dikurangi diskon atau harga pasar wajar 

(mana yang lebih rendah). 

(5) Jenis agunan berupa rumah, ruko, rukan, rusun 

atau apartemen. 

(6) Agunan memiliki bukti kepemilikan berupa Hak 

muluk/hak guna bangunan/ hak milik atas satuan 

rumah susun (strata title)  

b) Persyaratan produk : 

(1) Warga negara Indonesia. 

(2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah. 

(3) Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 

65 tahun. 

(4) Minimum masa kerja/usaha 1 tahun. 

(5) Tidak memiliki kredit/Pembiayaan bermasalah 
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(6) NPWP pribadi atau SPT Psl 21 Form A1 untuk 

pemohon dengan jumlah Pembiayaan > 

Rp.50.000.000,- 

 

3) KPR BTN Indent 

KPR BTN Indent merupakan Pembiayaan kepada 

nasabah perorangan dalam rangka pemilikan rumah, ruko, 

rukan, rusun, atau apartemen dengan akad istishna 

(pesanan). KPR BTN Indent memilik manfaat nilai 

Pembiayaan bebas dan opsi grace period, margin 

kompetitif, angsuran tetap sampai dengan lunas, dan 

dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran. Adapun hal-hal 

lainnya adalah sebagai berikut : 

a) Fitur produk  : 

(1) Harga dan angsuran fied. 

(2) Jangka waktu sampai dengan 20 tahun dengan 

syarat tidak melebihi sisa jangka waktu ha katas 

tanah minus 1 tahun. 

(3) RPC maksimal 70% dari penghasilan bersih. 

(4) Jenis agunan berupa rumah, ruko, rukan, rusun, 

atau apartemen. 

(5) Agunan memiliki bukti kepemilikan berupa hak 

milik/hak guna vangunan. 
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(6) Biaya meliputi administrasi, appraisal, notaris, 

SKMHT/APHT. 

b) Persyaratan umum : 

(1) Warga negara Indonesia. 

(2) Usia minimal 21 tahund atau telah menikah. 

(3) Pada saat pembiyaan lunas usia tidak lebih dari 

65 tahun. 

(4) Tidak memiliki kredit/Pembiayaan bermasalah. 

(5) NPWP pribadi atau SPT Psl 21 form A1 untuk 

pemohon dengan jumlah Pembiayaan 

>Rp.50.000.000,- 

(6) Fasillitas KPR BTN indent hanya diberlakukan 

untuk fasilitas kredit/Pembiayaan pemilikan 

property pertama bagi nasabah yang diterima di 

bank BTN atau bank lain.  

c. Produk jasa (service product) 

Fasilitas yang di berikan bank BTN Syariah untuk 

memenuhi kebutuhan dan memudahkan segala transaksi nasabah. 

Berikut ini merupakan produk jasa yang ditawarkan oleh BTN 

Syariah :  

1) Kartu debit BTN Syariah adalah fasilitas layanan kartu 

yang diberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM 

seperti Tarik tunai dan transfer, yang dapat dilakukan di 
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seluruh jaringan ATM bank BTN, link, ATM besama, 

prima, visa dan plus serta berbelanja di took-toko berlogo 

visa di dalam dan luar negeri. 

2) Kiriman uang adalah fasilitas layanan pengiriman uang 

secara real time ke sesame bank BTN dan BTN syariah 

serta pengiriman uang ke bank lain menggunakan fasilitas 

SKN, RTGS, link, ATM bersama dan prima. 

3) iCash management system (iCMS) adalah layanan berbasis 

internet dengan menggunakan aplikasi browser yang 

berguna untuk membantu nasabah dalam mengelola 

kegiatan perbankan secara mandiri, efektif dan efisien. 

4) Payment Point BTN iB  adalah fasilitas layanan bagi 

nasabah untuk memudahkan  dalam membayar tagihan 

rutin seperti tagihan telepon, telepon seluler, listrik, air, dan 

pajak. 

5) Payroll BTN iB adalah layanan bagi perusahaan, lembaga, 

atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, 

bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin 

bagi karyawan. 

6) Penerimaan biaya perjalanan haji adalah fasilitas yang 

memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan 

porsi keberangkatan ibadah haji dengan system online dari 

Siskohat. 
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7) Mobile payment BTN iB adalah fasilitas layanan bagi 

nasabah lembaga sebagai  pengguna jasa untuk penerima 

setoran (biaya pendidikan, iuran pengelolaan lingkungan 

perumahan, iuran pedagang pasar, simpanan/tagihan 

koperasi dan lainnya) melalui seluruh outlet/kantor bank, 

ATM, media elektronik dan delivery channel lainnya. 

8) Program pengembangan operasional adalah fasilitas yang 

diberikan bank dengan melakukan kerjasama untuk 

pemberian program pengembangan operasional berupa 

barang, jasa atau fasilitas lainnya yang dapat diberikan 

diawal maupun diakhir kerjasama yang nilainya dihitung 

seperti tambahan jasa giro maupun nisbah/bagi hasil 

deposito.  
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B. Temuan Penelitian 

1. Jumlah KPR subsidi yang terealisasi pada tahun 2019 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu sita ahadiyah 

yang sedang menjabat sebagai sub branch manajer di bank BTN 

syariah KCPS ciputat, beliau meyatakan bahwa total Pembiayaan KPR 

subsidi yang terealisasi pada tahun 2019 terhitung dari januari sampai 

dengan desember 2019 adalah sebesar Rp.15.000.000.000 dengan rata-

rata harga perunit sebesar Rp.150.000.000. secara unit artinya 

terealisasi sebanyak 100 unit rumah di beragai develover yang 

bekerjasama dengan bank BTN syariah KCPS ciputat. 

Dan ini menjadi capaian yang baik di manajemen bank BTN 

syariah KCPS ciputat akan tetapi selalu ada langkah-langkah yang 

akan dilakukan untuk terus meningkatkan jumlah realisasi KPR subsidi 

tiap tahunnya. Selain untuk membantu masyarakat dengan standarisasi 

ekonomi menengah kebawah untuk memiliki hunian yang layak huni, 

bank BTN syariah KCPS ciputat juga membantu program pemerintah 

untuk memberikan dampak positif terhadap rakyatnya yang masih 

memiliki hunian yang tidak layak huni.  

2. Jumlah KPR subsidi yang mengalami masalah pada tahun 2019 

Dalam hal Pembiayaan tidak ada yang sempurna dan berjalan 

dengan lancar, sehingga Pada tahun 2019 terhitung dari januari sampai 

dengan desember 2019 ada 23 unit bermasalah. Hal ini di pengaruhi 

oleh kurang kooperatifnya nasabah dalam menjalankan amanah yang 
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sudah di percaya oleh pihak BTN syariah KCPS ciputat dalam hal 

Pembiayaan KPR subsidi. 

Selain itu, ibu sita ahadiyah juga menjelaskan ada beberapa 

nasabah yang di PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja yang 

membuat para nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran 

cicilan. Hal ini juga menjadi salah itu penyebab dari Pembiayaan 

bermasalah. 

Dan terakhir beliau menjelaskan bahwa ada juga nasabah yang 

melakukan pengunduran diri dari kantor tempat mereka bekerja karena 

pribadinya sudah tidak sejalan dengan konsep dan metode pekerjaan di 

perusahaan tersebut. Ini juga sangat di sayangkan oleh pihak bank 

BTN syariah KCPS ciputat karena nasabah seperti ini di nilai lalai 

dalam hal memikirkan angsuran bulanan yang sudah menjadi 

kewajiban mereka atas dasar kesepakatan KPR subsidi di BTN syariah 

KCPS ciputat. 

 

3. Indikator yang sering muncul ketika akan terjadi masalah pada 

pembiaayan KPR subsidi  

Melalui wawancara tersebut, ibu sita ahadiyah juga menjelaskan 

terkait indikator yang sering muncul ketika Pembiayaan akan 

mengalami kemacetan. Salah satunya nasabah susah di hubungi ketika 

sudah mendekati tanggal pembayaan angsuran perbulannya. Hal ini 

mengakibatkan pihak BTN syariah harus menghubungi nasabah 
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tersebut beberapa kali untuk mengingatkan bahwa tanggal penyetoran 

angsuran sudah jatuh tempo. dan yang menjadi kendala lebih ketika 

nomor telpon yang digunakan oleh nasabah dalam pengajuan 

Pembiayaan KPR subsidi sudah tidak lagi aktif. 

Setelah di rasa susah dalam menghubungi nasabah via telpon, 

pihak BTN syariah KCPS ciputat akan turun langsung ke alamat 

nasabah tersebut. Dengan tujuan memberikan peringatan dan atau 

penagihan secara langsung jika di perlukan. 

 

4. Metode penyelesaian KPR subsidi di bawah 5 tahun berjalan 

Dalam penyelesaian Pembiayaan bermasalah yang terjadi dibawah 

5 tahun pihak BTN syariah KCPS ciputat akan melakukan metode-

metode sebagai berikut : 

a. Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka 

waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban 

nasabah yang harus dibayarakan kepada bank BTN syariah KCPS 

ciputat.  

b. Persyaratan kembali (reconditioning) 

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali 

syarat-syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal 

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian 
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potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang 

harus di bayar kepada BTN syariah KCPS ciputat. 

 

Metode diatas adalah metode yang digunakan ketika nasabah yang 

dinilai bermasalah masih ada keinginan dan kesanggupan untuk 

melanjutkan Pembiayaan KPR subsudi yang telah dijalankan. Akan 

tetapi ketika nasabah sudah tidak lagi memiliki keinginan dan 

kesanggupan terhadapa KPR subsidi yang telah di jalankan, maka bank 

BTN syariah KCPS ciputat mengambil langkah untuk Pembiayaan 

tersebut dialihkan kepada orang lain. akan tetapi nama di sertifikat unit 

KPR subsidi yang dialihkan tetap menggunakan nama nasabah yang 

mengajukan, dan bisa di balik nama ketika Pembiayaan tersebut selsai. 

Dalam pengalihan Pembiayaan KPR subsidi ini, pihak bank 

memberikan 2 pilihan kepada nasabah yaitu : 

a. Nasabah bersangkutan sendiri yang mencari orang lain untuk 

melanjutkan Pembiayaan KPR subsidinya. 

b. Pihak bank BTN syariah KCPS ciputat yang mencari orang lain 

untuk melanjutkan Pembiayaan KPR subsidi tersebut dengan 

catatan nasabah yang bersangkutan menyetujui bahwa orang 

yang dipilih oleh pihak bank BTN syariah KCPS ciputat yang 

akan melanjutkan angsuran pembiyaannya. 
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5. Metode penyelesaian KPR subsidi bermasalah di atas  5 tahun 

berjalan 

Metode penyelesaian Pembiayaan KPR subsidi bermasalah di atas 

5 tahun berjalan berbeda dengan metode penyelesaian Pembiayaan 

KPR subsidi di bawah lima tahun berjalan. Adapun metodenya adalah 

seabagai berikut : 

a. Penagihan melalui telpon dan secara langsung 

Penagihan ini di lakukan untuk memberi peringatan secara 

lisan kapada nasabah yang bermasalah agar membayar 

angsurannya. Dan ini menjadi tindakan paling dini untuk 

penyelesaian Pembiayaan KPR subsidi yang di nilai 

bermasalah.   

b. Memberikan surat peringatan 1 (SP 1) 

Tahap pemberian surat peringatan 1 (SP 1) merupakan langkah 

kedua yang di lakukan oleh pihak bank BTN syariah KCPS 

ciputat dalam merespon Pembiayaan bermasalah. Ini 

merupakan peringatan tertulis pertama yang di keluarkan oleh 

pihak BTN syariah KCPS ciputat. Dan jika dalam waktu yang 

telah di tentukan di dalam surat peringatan 1 (SP 1) tersebut 

belum juga ada etikad baik dari nasabah untuk membayar 

angsurannya maka akan di berikan SP 2.    

c. Memberikan surat peringatan 2 (SP 2) 
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Pemberian SP 2 dilakukan oleh pihak BTN syariah KCPS 

ciputat adalah bentuk peringatan secara tertulis yang ke dua 

kalinya. SP 2 ini dilakukan mengingat nasabah KPR subsidi 

yang dinilai bermasalah  tidak merespon surat peringatan 1 (SP 

1). 

d. Memberikan surat peringatan 3 (SP 3) 

Pemberian surat peringatan 3 (SP 3) merupakan peringatan 

secara tertulis terkhir sebelum dilakukannya penyegelan. Surat 

peringatan 3 (SP 3) ini di keluarkan oleh pihak BTN syariah 

KCPS ciputat setelah surat peringatan 2 ( SP 2) tidak 

mendapatkan respon dari pihak nasabah KPR subsidi 

bermasalah. 

e. Melakukan penyegelan terhadapat unit KPR subsidi. 

Langkah ini merupakan langkah dimana pihak bank BTN 

syariah KCPS ciputat turun langsung ke lapangan untuk 

melakukan penyegelan pada unit rumah KPR subsidi 

bermasalah tersebut. Hal ini dilakukan ketika nasabah KPR 

subsidi yang bermasalah tidak merespon surat peringatan 3 (SP 

3).  

f. Melakukan pelelangan terhadapat unit KPR subsidi. 

Langkah pelelangan merupakan langkah akhir dalam proses 

penyelesaian pembiayan KPR subsidi bermasalah. Hal ini 

dilakukan untuk menjual unit rumah KPR subsidi secara 
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terbuka kepada masyarakat umum dan mendapatkan kembali 

modal yang di biayakan pihak bank BTN syariah KCPS ciputat 

pada nasabah yang bermasalah tersebut. Hasil pelelangan 

tersebut akan di ambil oleh bank untuk melunasi angsuran KPR 

subsidi nasabah dan sisa dari hasil lelang tadi akan di 

kembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.
39

  

   

C. Pembahasan Temuan Penelitian 

Dalam perjalanan Pembiayaan, tidak menutup kemungkinan 

terjadinya permasalahan. Pembiayaan bermasalah adalah hal yang tidak 

pernah di harapkan oleh pihak bank karena berdampak pada kerugian 

bank serta menurunnya pendapatan bank. Apabila terjadi Pembiayaan 

bermasalah, bank akan berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan berbagai tindakan. 

Pada tahun 2019 terhitung dari januari sampai dengan desember 

2019, bank BTN syariah KCPS ciputat telah merealiasasi Pembiayaan 

KPR subsidi senilai Rp. 15.000.000.000 dengan rata-rata harga per unit 

KPR subsidinya sebesar Rp.150.000.000. artinya BTN syariah KCPS 

ciputat telah merealisasi sebanyak 100 unit rumah subsidi. 

Dalam perjalanan Pembiayaan tersebut, hal mustahil terjadi ketika 

seluruh Pembiayaan berjalan dengan lancar. Seperti Pembiayaan lainnya, 

Pembiayaan KPR subsidi di bank BTN syariah KCPS ciputat juga 

                                                             
39

 Yusitta Ahadiah, Sub Branch BTN Syariah KCPS Ciputat, Wawancara Pribadi Pada 

Tanggal 20 Juli 2020 
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mengalami masalah. Total Pembiayaan KPR subsidi bermasalah di BTN 

syariah KCPS ciputat pada tahun 2019 adalah sebanyak 23 unit. Hal 

inilah yang membuat bank BTN syariah KCPS ciputat harus mengambil 

tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  

Bank BTN syariah KCPS ciputat memiliki berbagai tindakan 

dalam menyelesaikan Pembiayaan bermasalah di produk KPR subsidi ini. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu sita ahadiyah yang sedang 

menjabat seabagi sub branch manajer di bank BTN syariah KCPS ciputat. 

Ketika nasabah Pembiayaan KPR subsidi sudah mulai telat 

membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang sudah di tetapkan, maka 

bank BTN syariah KCPS ciputat mulai memberikan perhatian pada 

nasabah tersebut, karena hal itu merupakan awalan dari masalah pada 

Pembiayaan KPR subsidi. 

 

Langkah pertama yang akan dilakukan oleh pihak BTN syariah 

KCPS ciputat adalah dengan menghubungi nasabah terkait melalui telpon 

untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Hal ini 

bertujuan agar nasabah segerah melakukan pembayaran angsuran. Jika 

nasabah tersebut tidak juga membayar angsuran bulanannya maka pihak 

BTN syariah KCPS ciputat akan melakukan peneguran dan penagihan 

secara langsung ke alamat rumah nasabah. 

Pada saat penagihan secara langsung tersebut, pihak BTN syariah 

KCPS ciputat akan berdialog dengan nasabah. Hal ini bertujuan agar 
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pihak BTN syariah KCPS ciputat mampu mendapatkan informasi lebih 

terkait mengapa bisa terjadi telat bayar pada nasabah tersebut. Setelah itu 

pihak BTN syariah KCPS ciputat akan tetap melakukan penagihan pada 

nasabah untuk angsuran yang telat. 

Hasil dialog antara bank BTN syariah KCPS ciputat dengan 

nasabah yang telat bayar akan di jadikan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan selanjutnya untuk meminimalisir terjadinya 

tunggakan yang banyak. 

Langkah kedua. ketika nasabah tersebut tetap tidak mampu 

membayar, pihak bank BTN syariah KCPS ciputat akan melakukan 

penjadwalan kembali untuk tanggal jatuh tempo pembayaran. Artinya 

pihak bank akan memberikan perpanjangan waktu untuk tanggal jatuh 

tempo pembayaran angsuran bulanan nasabah tersebut. Dengan harapan 

nasabah mampu membayar angsuran.  

Langkah ketiga, apabila nasabah tetap tidak mampu membayar 

angsuran, pihak bank BTN syariah KCPS ciputat akan melakukan 

langkah persyaratan kembali. Hal ini dimaksudkan antara lain perubahan 

jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian 

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus 

di bayar kepada BTN syariah KCPS ciputat. 

Salah satunya perubahan jadwal pembayaran angsuran adalah 

menempatkan tanggal jatuh tempo berdekatan dengan tanggal gajian 
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nasabah tersebut atau tanggal tutup buku buat nasabah yang latar 

belakang pekerjaannya adalah wirausaha. 

Kemudian pengurangan jumlah angsuran dimaksudkan agar 

nasabah membayar pokok dari Pembiayaan terlebih dahulu baru 

kemudian membayar secara utuh sesuai kesepakatan jika perjalan 

keuangannya sudah mulai stabil. 

Selain itu terkait perubahan jangka waktu Pembiayaan, pihak bank 

akan memberikan perpanjangan jangka waktu Pembiayaan dengan tujuan 

mampu mengurangi jumlah angsuran perbulannya untuk memberikan 

kemudahan pada nasabah. 

Yang terakhir adalah pemotongan jumlah bagi hasil, pemotongan 

bagi hasil ini dilakukan sudah melaui perhitungan dan analisis yang kuat 

dari Pihak BTN syariah KCPS ciputat agar tidak merugikan bank dan 

tidak memberatkan nasabah. Ini dilakukan untuk lebih memudahkan 

nasabah dalam membayar angsuran perbulannya. Seluruh metode itu 

dilakukan ketika nasabah masih memiliki etikad baik dan masih memiliki 

keinginan serta kesanggupan dalam Pembiayaan KPR subsidi ini. 

 

Namun apabila nasabah tidak mampu lagi melakukan pembayaran 

angsuran maka langkah pertama yang dilakukan oleh pihak bank BTN 

syariah KCPS ciputat menyarankan agar unit  KPR subsidi tersebut di 

alihkan kepada orang lain dengan nilai yang sudah di sepakati serta 

melakukan laporan pada pihak BTN syariah KCPS ciputat. Setelah unit 
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tersebut sudah di alihkan kepada orang lain maka pihak BTN syariah 

melakukan penambahan data administrasi untuk memudahkan pihak bank 

dalam melakukan penagihan dan lain sebagainya. 

langkah kedua, jika pihak nasabah tidak mampu mencari orang 

untuk pengalihan unit KPR subsidi tersebut maka bank BTN syariah 

KCPS ciputat akan memberikan bantuan untuk mencari orang yang akan 

menerimah pengalihan unit tersebut. Selanjutnya ketika pihak bank sudah 

menemukan orang untuk pengalihan unit KPR subsidi tersebut, nasabah 

terkait akan dipanggil untuk meminta persetujuan terkait nilai pengalihan 

dan lain sebagainya. Catatan penting bahwa nama dari sertifikat unit 

tersebut adalah nama nasabah yang melakukan pengajuan Pembiayaan di 

awal bukan nasabah yang menerimah pengalihan unit KPR subsidi. Baru 

kemudian bisa dibalik nama ketika Pembiayaan dikatakan telah selesai. 

Langkah ini diambil oleh pihak BTN syariah KCPS ciputat pada 

nasabah yang tidak lagi mampu membayar angsuran dan usia 

pembiayaannya di bawah 5 tahun. Karena mengingat peraturan menteri 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 20/PRT/M/2014 yang 

menyebutkan bahwa penerimah KPR subsidi tidak diperbolehkan 

mengalihkan unit KPR subsidinya pada orang lain jika usia Pembiayaan 

masih dibawah 5 tahun. Artinya langkah yang diambil oleh pihak BTN 

syariah KCPS ciputat untuk mensiasati agar pihak bank tidak mengalami 

kerugian dan pihak nasabah tidak mengalami pembebanan. 
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Berbeda halnya dengan Pembiayaan KPR subsidi yang usia 

pembiayaannya sudah melebih 5 tahun. Pihak bank BTN syariah KCPS 

ciputat akan melakukan penyelsaian Pembiayaan bermasalah pada produk 

KPR subsidi dengan metode yang berbeda. Metodenya tetap di awali 

dengan penagihan melalui telpon atau secara langsung dengan tujuan 

bank mampu berdialog dengan nasabah agar bank mengetahui letak 

permasalahan nasabah yang menyebabkan mereka telat bayar angsuran. 

Dan tetap melakukan penagihan untuk angsuran yang telah menunggak. 

Langkah pertama, apabila dalam jangkah waktu yang telah di 

sepakati oleh pihak bank dengan nasabah, dan nasabah tidak memiliki 

etikad baik untuk melunasi tunggakannya maka pihak bank akan 

memberikan peringatan tertulis berupa surat peringatan 1 (SP 1). SP 1 ini 

berisikan teguran yang bersifat formal dan perlu dijadikan pertimbangan 

oleh nasabah terkait. Selanjutnya jika nasabah tetap tidak memiliki etikad 

baik dalam merespon SP 1 dan melunasi tunggakan angsurannya. Maka 

pihak BTN syariah KCPS ciputat akan melayangkan SP 2 kepada 

nasabah tersebut. 

Langkah kedua, pemberian SP 2 di peruntukkan sebagai teguran 

secara tertulis ke dua dengan mempertimbangkan respon nasabah 

terhadap SP 1 yang sudah diberikan. Sama hal dengan SP 1, SP 2 juga 

berisikan teguran tertulis agar nasabah melakukan pembayaran 

tunggakkan angsuran kepada pidak BTN syariah KCPS ciputat. Akan 

tetapi SP 2 berada satu tingkat di atas SP 1. 
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Langkah ketiga, jika nasabah belum juga mampu membayar 

tunggakan angsuran sesuai jangka waktu yang tertera di SP 2, maka pihak 

BTN syariah KCPS ciputat akan memberikan SP 3 kepada nasabah 

tersebut. SP 3 Ini merupakan surat peringatan terakhir yang diberikan 

kepada nasabah yang bermasalah untuk segerah melakukan pelunasan 

tunggakkan angsuran. Dan jika tetap tidak ada juga etikad baik dari 

nasabah tersebut untuk melunasi tunggakkan angsuran maka pihak bank 

akan segerah menyegel unit KPR subsidi tersebut. 

Langkah ke empat yaitu penyegelan. Penyegelan ini dilakukan 

sebagai bentuk teguran keras kepada nasabah untuk segerah melunasi 

tunggakannya. Dan ini merupakan prosedur yang dilakukan oleh bank 

BTN syariah KCPS ciputat sebelum unit KPR subsidi tersebut di lelang. 

serta prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang dilakukan oleh 

BTN syariah KCPS ciputat dalam menyelesaikan Pembiayaan 

bermasalah. 

 Langkah kelima dan terakhir yang dilakukan oleh bank BTN 

syariah KCPS ciputat dalam mengatasi Pembiayaan bermasalah adalah 

pelelangan. Langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh 

pihak bank BTN syariah KCPS ciputat. Langkah pelelangan adalah 

penjualan unit KPR subsidi yang dilakukan secara lelang dengan harapan 

mampu mengembalikan total Pembiayaan yang sudah di berikan oleh 

bank BTN syariah KCPS ciputat kepada nasabah yang bermasalah serta 
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mampu mendapatkan harga jual yang baik untuk unit rumah KPR subsidi 

tersebut. 

Secara langsung nasabah yang bermasalah tersebut akan di cabut 

subsidinya secara permanen oleh pemerintah untuk program rumah 

subsidi. Yang artinya nasabah yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan 

subsidi untuk pengajuan Pembiayaan KPR selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis lakukan serta hasil 

diperoleh seperti yang telah di deskripsikan pada bab-bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyelesaian Pembiayaan bermasalah 

pada produk KPR subsidi di BTN Syariah KCPS Ciputat adalah sebagai 

berikut : 

1. Proses penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada produk KPR 

Subsidi yang usia pembiayaanya di bawah 5 tahun di bagi menjadi 2 

yaitu : 

a. Nasabah yang masih ingin melanjutkan Pembiayaan KPR 

subsidinya 

Jika nasabah yang bersangkutan masih ingin melanjutkan 

Pembiayaan maka Bank BTN Syariah KCPS Ciputat akan 

melakukan 2 metode yaitu penjadwalan kembali (rescheduling) 

dan persyaratan kembali (reconditioning).   

b. Nasabah yang tidak mampu lagi melanjutkan Pembiayaan KPR 

subsidinya.   

Jika nasabah yang bersangkutan tidak mampu lagi melanjutkan 

Pembiayaan maka Bank BTN Syariah KCPS Ciputat akan 
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melakukan pengalihan Pembiayaan. Penerima pengalihan 

Pembiayaan ini dapat di pilih oleh nasabah atau pihak bank. 

2. Metode penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada produk KPR 

Subsidi yang usia pembiayaannya di atas 5 tahun adalah sebagai 

berikut : 

a. Penagihan melalui telepon dan secara langsung ke alamat nasabah. 

b. Pemberian surat peringatan 1 (SP 1) 

c. Pemberian surat peringatan 2 (SP 2) 

d. Pemberian surat peringatan 3 (SP 3) 

e. Melakukan penyegelan terhadap unit KPR Subsidi bermasalah. 

f. Melakukan pelelangan terhadap unit KPR Subsidi bermasalah.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan 

saran-saran kepada Bank BTN Syariah KCPS Ciputat dalam hal 

penyelesaian Pembiayaan masalah pada KPR subsidi sebagai berikut : 

1. Untuk selalu menerapkan dan mempertahankan metode penjadwalan 

kembali (rescheduling) dan persyaratan kembali (reconditioning). 

Karena metode ini dinilai sebagai metode yang sangat baik untuk 

menyelesaikan masalah pada Pembiayaan KPR Subsidi. Metode ini 

juga mampu memberikan solusi terbaik bagi nasabah dan bank. 

2. Di harapkan kepada Bank BTN Syariah KCPS Ciputat agar lebih jelih 

dalam menganalisis calon nasabah KPR Subsidi agar mampu 

meminimalisir terjadinya Pembiayaan bermasalah.   
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Pedoman Wawancara Penelitian 

“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) Bersubsidi Di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Syariah (KCPS) Ciputat Pada Tahun 2019” 

Prodi Manajemen Perbankan Syariah 

Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Jakarta 

 

Nama  : Yusitta Ahadiah 

Jabatan : Sub Branch Manager 

 

1. Pada tahun berapakah produk KPR subsidi mulai di pasarkan oleh BTN 

syariah KCPS ciputat ? 

Jawaban :  

KCPS ciputat berdiri pada tahun 2012 dan produk KPR subsidi mulai di 

pasarkan pada tahun 2013 tepatnya setahun setelah KCPS Ciputat berdiri.  

2. Program apa saja yang di tawarkan oleh BTN syariah KCPS ciputat pada 

KPR subsidi ini ? 

Jawaban : 

BTN syariah secara langsung berkordinasi dengan Kementrian PUPR 

dalam rangka menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Jadi ada 3 program yang kami tawarkan yaitu 

FLPP (fasilitas likuiditas Pembiayaan perumahan), BP2BT (bantuan 

Pembiayaan perumahan berbasis tabungan), SSM (subsidi selisi margin) 

3. Akad apa yang digunakan oleh Mayoritas nasabah KPR subsidi di BTN 

syariah KCPS ciputat ?  



 
 

 
 

Jawaban  : 

Akad yang mayoritas digunakan oleh nasabah kami ada 2 jenis yaitu akad 

KPR Indens (menggunakan akad istishna) dan akad KPR ready stok 

(menggunakan akad murabahah) 

4. Latar belakang pekerjaan apa saja dari Mayoritas nasabah KPR subsidi di 

BTN syariah KCPS ciputat ? 

Jawaban : 

Mayoritas pekerjaan dari nasabah KPR Subsidi kami adalah pegawai 

negeri sipil (PNS) dan Wirausaha  

5. Berapa Jumlah KPR subsidi yang sedang dijalankan oleh BTN syariah 

KCPS ciputat ? 

Jawaban : 

Yang sedang di jalankan adalah sebesar Rp. 15.000.000.000 dengan rata-

rata harga Rp. 150.000.000 yang artinya KPR Subsidi yang sedang 

berjalan ada 100 unit di tahun 2019 

6. Berapa jumlah KPR subsidi yang bermasalah di BTN syariah KCPS 

ciputat ? 

Jawaban : 

Ada 23 unit 

7. Apa saja penyebab dari terjadinya masalah pada KPR subsidi di BTN 

syariah KCPS ciputat ? 

Jawaban : 



 
 

 
 

Penyebab dari terjadinya masalah pada produk KPR subsidi ini adalah 

PHK bagi pekerja kantoran, usaha tidak berjalan lancar, resign 

(pengunduran diri dari pekerjaan yang sedang di geluti), dan terakhir 

dokumen legalitas (SHM dan IMB) belum diselesaikan oleh pemilik usaha 

yang berakibat pada jalannya usaha nasabah kami.  

8. Akad apa saja yang di nilai lebih besar untuk menimbulkan masalah pada 

KPR subsidi di bank BTN syariah KCPS ciputat ? 

Jawaban : 

Yang lebih riskan adalah akad istisna karena ini terkait proses 

pembangunan. Apabila proses pembangunan sudah selesai dan nasabah 

sudah terindikasi macet maka bank akan mengalami kerugian. 

9. Apakah BTN syariah KCPS ciputat memberikan perbedaan dalam 

penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada produk KPR subsidi 

berdasarkan latar belakan pekerjaan nasabah ?     

Jawaban : 

tidak ada perbedaan perlakukan terhadap seluruh nasabah kita yang 

bermasalah. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama terkait 

penyelsaian Pembiayaan KPR subsidi ini. 

10. Indikasi  apa saja yang sering muncul ketika KPR subsidi tersebut akan 

mengalami masalah ? 

Jawaban  : 



 
 

 
 

Biasanya nasabah yang akan mengalami masalah itu, akan terjadi telat 

bayar dalam masa 1 tahun setelah akad berlangsung dan kami kesulitan 

dalam menghubungi nasabah tersebut (nasabah tidak cooperative) 

11. Apa yang dilakukan oleh pihak BTN syariah KCPS ciputat jika masalah 

pada KPR subsidi sudah  mulai teridetifikasi ? 

Jawaban : 

Saya sebaga sub branch manager akan melakukan penagihan melalui 

telpon kepada yang bersangkutan dan jika susah di hubungi melalui telpon 

saya akan melakukan penagihan langsung ke lokasi. 

12. Jika KPR subsidi sudah mengalami masalah dan tidak dapat dihindari lagi, 

bagaimana pihak BTN syariah KCPS ciputat mengatasi masalah tersebut ? 

Jawaban : 

Pertama kami akan melihat dulu kemampuan dari nasabah yang terindikasi 

bermasalah, apabila usia pembiayaannya dibawah 5 tahun maka kami akan 

melakukan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali jika nasabah 

tersebut masih ingin dan mampu melanjutkan Pembiayaan. Namun jika 

nasabah tidak mampu lagi melanjutkan Pembiayaan maka kami meminta 

kepada nasabah agar mencari orang untuk pengalihan Pembiayaan atau 

kami di pihak bank bisa mencarikannya, tetapi nama di sertifikat unit 

tersebut adalah nama nasabah yang melakukan pengajuan Pembiayaan di 

awal. 

kedua apabila usia pembiayaannya diatas 5 tahun maka kami akan terus 

melakukan penagihan melalui telpon atau secara langsung, jika dalam 



 
 

 
 

jangka waktu yang sudah ditentukan nasabah tidak ada etikad baik maka 

kami akan mengeluarkan SP 1, dalam jangka waktu yang ditentukan 

nasabah masih belum mapu membayar kami akan memberikan SP 2, jika 

masih tetap sama tidak mampu lagi membayar sesuai waktu yang 

ditentukan maka kami akan memberi SP 3, dan kami akan segera 

melakukan penyegelan terhadap rumah tersebut, terakhir pihak kami akan 

melakukan pelelangan. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


